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KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan
buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran
penulis yang diberi judul “Pertanggungjawaban Hukum Korporasi
dalam Tindak Pidana Korupsi”. Saya menyadari bahwa tanpa
bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi
saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya
mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah
membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di
hadapan pembaca.

Buku ini mencoba membahas korporasi sebagai subyek
hukum adalah dalam masyarakat modern, peranan korporasi
sangat strategis, bahkan dalam praktik dapat menjadi sarana untuk
melakukan kejahatan (corporate criminal) dan memperoleh
keuntungan dari hasil kejahatan (crimes for corporation) oleh
karenanya untuk melindungi masyarakat dan memberikan
kepastian hukum dalam proses penegakan hukum pemerintah
berupaya untuk mengatur korporasi sebagai subyek hukum dalam
berhubungan dengan masyarakat dan korporasi lainnya.

Adanya perbedaan pandangan dan kontradiksi perspektif
hukum ini sangat menarik untuk dilakukan pembahasan yang
mendalam agar diperoleh informasi yang lebih akurat, lengkap, dan
obyektif.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari
kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun
sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya
berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala
kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan
membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
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BAB

PENDAHULUAN

A. Tindak Pidana Korupsi

Suatu fenomena sosial yang dinamakan korupsi
merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial
yang dianggap menyimpang dan membahayakan masyarakat
dan negara, karena itu perilaku tersebut sangat dicela oleh
masyarakat. ~ Korupsi  berdasarkan  konsep  yuridis
dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu tindak
pidana. Politik hukum Indonesia menggangap korupsi sebagai
suatu bentuk tindak pidana yang diatur secara khusus dengan
ancaman pidana yang berat.

Korupsi muncul dalam banyak bentuk dan membentang
dari soal sepele sampai pada soal yang amat besar. Menurut Elwi
Danil' Korupsi dapat menyangkut penyalahgunaan instrument-
instrumen kebijakan seperti soal tarif, pajak, kredit, sistim
irigasi, kebijakan perumahan, penegakan hukum, peraturan
menyangkut keamanan umum, pelaksanaan kontrak,
pengambilan pinjaman dan sebagainya. Disamping itu korupsi
dapat terjadi tidak saja di bidang pemerintahan tetapi dapatjuga
terjadi di bidang swasta, dan tidak menutup kemungkinan
terjadi di kedua bidang tersebut. Akhirnya Klitgaard?> menyadari

2

Elwi Danil, Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya
(Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2011) hal. 5
Robert Klitgaarrd, Membasmi Korupsi, terjemahan Hermuya (Jakarta;



BAB

LINGKUP KEBIJAKAN
HUKUM PIDANA

A. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan
sebagai kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan. Kebijakan juga
dapat diartikan sebagai

“Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan
dasar  rencana  pelaksanaan  disuatu  pekerjaan,
kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan,
organisasi dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan,
prinsip atau maksud, sebagai garis pedoman untuk
manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan”.?!

Pembahasan yang berkaitan dengan kebijakan formulasi
tidak lepas dari kebijakan kriminal. Hal ini dikarenakan
kebijakan formulasi merupakan bagian dari kebijakan hukum
pidana yang juga merupakan bagian dari kebijakan kriminal.

Politik kriminal merupakan wusaha rasional yang
dilakukan untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka
perlindungan masyarakat. Sudarto mengemukakan tiga arti
kebijakan kriminal yaitu?*

21

22

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, (Balai Pustaka, Jakarta), hal. 131

Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2006, hal. 113-
114
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BAB

A.

KORPORASI DAN
KEJAHATAN KORPORASI

Pengertian Korporasi
Berbicara mengenai pengertian korporasi tidak bisa

dilepaskan dari bidang hukum perdata. Hal ini disebabkan oleh
istilah korporasi erat kaitannya dengan istilah badan hukum
yang dikenal dalam bidang hukum perdata. Hukum tidak hanya
mengatur orang perseorangan sebagai subjek hukum, akan
tetapi subjek hukum selain orang perseorangan. Subjek hukum
yang dimaksud adalah badan hukum (rechtspersoon), yang
padanya melekat hak dan kewajiban hukum layaknya orang
perseorangan sebagai subjek hukum.
Beberapa pengertian Korporasi adalah sebagai berikut:
Menurut Kamus Hukum Fockema Andreae (1983) 5

"Corporatie: dengan istilah ini kadang-kadang dimaksudkan

suatu badan hukum; sekumpulan manusia yang menurut

hukum terikat mempunyai tujuan yang sama, atau

berdasarkan sejarah menjadi bersatu, yang memperlihatkan

sebagai subjek hukum tersendiri dan oleh hukum dianggap

sebagai suatu kesatuan...".

54

44

N.E. Algra, HW. Gokkei, Kamus Istilah Hukum Fockma Andreae
Belanda - Indonesia (diterjemahkan dan diedit oleh Sal eh Adiwinata,
A. Teioek], dan Boerhanoeddin St Batoeah)(Bandung: Binacipta, 1983),
hal.83



BAB

PERTANGGUNGJAWABAN
TINDAK PIDANA
KORPORASI

A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Perkembangan pandangan bahwa subjek hukum pidana
bukan hanya manusia (person) saja tetapi juga korporasi, telah
mengenyampingkan asas universitas delinquere non potest yang
selama ini menjadi tameng bagi tidak dapat dipidananya
korporasi yang melakukan kejahatan. Pandangan awal yang
berpendapat bahwa hanya manusia saja yang dapat melakukan
tindak pidana, sehingga hanya manusia yang dapat dibebani
pertanggungjawaban pidana, pandangan tersebut telah beralih
dimana korporasi juga dapat melakukan tindak pidana.

Dengan demikian membawa konsekuensi korporasi
dibebani pertanggungjawaban pidana. Perkembangan ini
dikarenakan peranan korporasi dalam berbagai aspek
kehidupan masyarakat yang semakin meluas. Hampir setiap
kebutuhan manusia disediakan oleh korporasi. Kesemuanya
semata-mata untuk mencari keuntungan yang menjadi tujuan
utama dari korporasi. Keuntungan yang menjadi tujuan utama
korporasi tidak jarang korporasi melakukan perbuatan yang
bersinggungan dengan hukum, apalagi ditambah pengaruh
korporasi yang begitu luas.

Sehubungan dengan peran dan pengaruh korporasi yang
semakin luas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat,
diperlukan adanya suatu pembatasan terhadap kegiatan-
kegiatan korporasi dalam rangka melindungi masyarakat agar
tidak menjadi korban kejahatan korporasi. Oleh karena itu,

89



BAB

PEMIDANAAN TINDAK
PIDANA KORUPSI

A. Bentuk Pemidanaan dalam Hukum Positif Indonesia
Bentuk pemidanaan dalam hukum positif di Indonesia
secara umum diatur dalam Pasal 10 KUHP. Hal mana mengatur
tentang bentuk pidana yang dapat dikenakan adalah :
Pidana Pokok yang terdiri atas :
1. Pidana mati
2. Pidan Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Denda

Pidana tambahan yang terdiri atas:

1. Pencabutan beberapa hak tertentu;
2. Perampasan barang yang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

Hukum positif di Indonesia mengatur selain dari pidana
yang tercantum dalam KUHP, berlaku juga bentuk pidana lain
yang diatur dalam perundang-undangan yang secara spesifik
mengatur tentang tindak pidana yang terkait. Adalah tindak
pidana korupsi yang pengaturannya diatur dalam Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai mana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang -
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi
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BAB

PENUTUP

Landasan filosofis dari korporasi sebagai subyek hukum
adalah dalam masyarakat modern, peranan korporasi sangat
strategis, bahkan dalam praktik dapat menjadi sarana untuk
melakukan kejahatan (corporate criminal) dan memperoleh
keuntungan dari hasil kejahatan (crimes for corporation) oleh
karenanya untuk melindungi masyarakat dan memberikan
kepastian hukum dalam proses penegakan hukum pemerintah
berupaya untuk mengatur korporasi sebagai subyek hukum dalam
berhubungan dengan masyarakat dan korporasi lainnya. Dengan
demikian dapat mewujudkan ketertiban masyarakat yang damai,
sejahtera,dan memberikan kepastian hukum, rasa aman, tentram,
ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud.

Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila
undang-undang yang diterapkan kepada korporasi tersebut
mengatur korporasi sebagai subyek hukum. Secara nyata korporasi
melakukan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan
bidang usahanya dan perbuatan yang dilakukan oleh pengurus
korporasi tersebut adalah merupakan perwujudan dari kebijakan
korporasi. Dalam perkara korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 20
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi pertanggungjawaban yang dikenakan
kepada korporasi pada pokoknya merupakan perwujudan dari
doktrin pertanggungjawaban pidana berupa vicariuos liability.
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